
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

TIM REAKSI CEPAT(TRC)

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

opd

1.4 Jenis Inovasi

nondigital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

1.8 Waktu Uji Coba

0000-00-00

1.9 Waktu Penerapan

0000-00-00

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

 

RANCANG BANGUN



1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk

Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun
2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (sesuai perda yang masih berlaku).

11. Peraturan Bupati Mimika Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Mimika.

12. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika
tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Mimika
(apabila telah ditetapkan).

2. PERMASALAHAN

1. Makro

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika
menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana, terutama pada tahap tanggap darurat. Luas wilayah, kondisi geografis
yang beragam, serta keterbatasan akses menuju lokasi kejadian menyebabkan
proses penanganan bencana belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain
itu, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem komunikasi,
serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang mempengaruhi kecepatan dan
efektivitas pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana. terutama di
Indonesia, termasuk di Kabupaten Mimika atau daerah-daerah lainnya.
Beberapa permasalahan yang umumnya dihadapi oleh BPBD meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu masalah utama adalah
keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran yang tersedia
untuk menangani bencana. BPBD sering kali harus bekerja dengan staf
yang terbatas dan fasilitas yang minim, yang dapat memperlambat
respons dan pemulihan.

2. Keterlambatan Informasi: Terkadang, laporan bencana tidak sampai tepat
waktu atau informasi yang diterima tidak cukup detail. Hal ini bisa
disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur komunikasi atau kurangnya
kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan kejadian bencana.

3. Koordinasi yang Kompleks: Penanggulangan bencana melibatkan banyak
pihak, seperti instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah,
sukarelawan, dan sektor swasta. Koordinasi yang tidak efektif atau
kurangnya komunikasi antar-pihak dapat menghambat respons yang cepat
dan terkoordinasi.

4. Tingkat Kesiapsiagaan yang Berbeda: Tidak semua daerah memiliki
tingkat kesiapsiagaan yang sama terhadap bencana. Daerah yang kurang
disiapkan sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam menangani
bencana daripada daerah yang telah melaksanakan persiapan dan
pelatihan dengan baik.

5. Aspek Sosial dan Politik: Permasalahan sosial dan politik, seperti konflik
kepentingan atau birokrasi yang kompleks, juga dapat mempengaruhi
respons terhadap bencana. Hal ini bisa mencakup masalah distribusi
bantuan, akses ke wilayah terdampak, atau penyelesaian konflik internal
di antara pihak-pihak terkait.

6. Pengelolaan Data dan Teknologi: BPBD sering menghadapi tantangan
dalam pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data bencana.
Keterbatasan dalam teknologi informasi dan kemampuan untuk
memproses data secara efektif dapat mempengaruhi kemampuan untuk
membuat keputusan yang tepat waktu dan berbasis bukti.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, penting bagi BPBD untuk
memperkuat kapasitas mereka melalui pelatihan, meningkatkan koordinasi
antar-pihak terkait, memanfaatkan teknologi untuk pemantauan dan respons
cepat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
melaporkan bencana secara dini. Dengan pendekatan yang holistik dan
berkelanjutan, BPBD dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka
dalam penanggulangan bencana di tingkat lokal.

2. Mikro

Dalam menanggulangi bencana, petugas penanggulangan bencana sering
menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan menuntut. Berikut
adalah beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh petugas dalam
menanggulangi bencana:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu masalah utama adalah
keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran yang
tersedia. Petugas sering kali harus bekerja di bawah tekanan karena
kurangnya personel, peralatan yang memadai, atau dana yang cukup
untuk respons yang efektif.

2. Akses Terbatas ke Lokasi Bencana: Di beberapa kasus, petugas mungkin
menghadapi kesulitan untuk mencapai lokasi bencana karena akses jalan
yang terputus, kondisi cuaca yang buruk, atau medan yang sulit. Hal ini
dapat memperlambat respons awal dan pengiriman bantuan.

3. Koordinasi yang Rumit: Penanggulangan bencana melibatkan banyak
pihak yang berbeda, termasuk instansi pemerintah, organisasi non-
pemerintah, sukarelawan, dan sektor swasta. Koordinasi yang tidak
efektif antar-pihak dapat menghambat distribusi bantuan, pelaksanaan
evakuasi, dan tindakan penanggulangan lainnya.

4. Ketidakpastian dan Keterbatasan Informasi: Informasi yang tidak
memadai atau tidak akurat mengenai situasi bencana dapat
mempengaruhi keputusan strategis yang diambil oleh petugas.
Ketidakpastian ini bisa termasuk jumlah korban, tingkat kerusakan, atau
kondisi infrastruktur yang terdampak.

5. Tantangan Kesehatan dan Keamanan: Petugas sering kali berisiko tinggi
terhadap bahaya fisik dan kesehatan selama penanggulangan bencana,
seperti potensi terkena material berbahaya, keruntuhan struktur bangunan,
atau kondisi lingkungan yang tidak sehat.

6. Kesulitan Psikologis dan Emosional: Menanggulangi bencana juga dapat
mempengaruhi kesehatan mental petugas, terutama karena mereka sering
berhadapan dengan situasi yang menyedihkan, stres, atau trauma dari
korban bencana.

7. Respon Masyarakat dan Pengetahuan Lokal: Petugas sering dihadapkan
pada tantangan untuk memahami dan merespons kebutuhan masyarakat
setempat, serta membangun kepercayaan dan kerjasama dengan mereka
dalam proses penanggulangan.

8. Perubahan Iklim dan Bencana yang Lebih Ekstrim: Dengan
meningkatnya perubahan iklim, bencana alam seperti banjir, kekeringan,
atau badai tropis dapat menjadi lebih sering atau lebih ekstrem,
menambah kompleksitas dan tingkat kesulitan dalam penanggulangan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, penting bagi petugas
penanggulangan bencana untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, kapasitas,
dan koordinasi dengan semua pihak terkait. Peningkatan pendidikan, pelatihan,
dan penggunaan teknologi yang tepat juga dapat membantu dalam
meningkatkan efisiensi dan efektivitas respons terhadap bencana.Top of
FormBottom of Form

3. ISU STRATEGIS 

1. Isu Global :

Isu global tentang korban jiwa dan kerugian harta benda akibat lambatnya
petugas dalam menanggulangi bencana merupakan masalah serius yang dapat
mempengaruhi banyak negara dan komunitas di seluruh dunia. Beberapa isu
kunci yang terkait dengan lambatnya respons dalam menanggulangi bencana
meliputi:

1. Korban Jiwa : Ketika respons terhadap bencana terlambat, korban jiwa
bisa menjadi lebih tinggi karena evakuasi yang terhambat, kesulitan
dalam memberikan pertolongan medis yang cepat, atau karena
terlambatnya bantuan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa
manusia.

2. Kerusakan Infrastruktur dan Harta Benda: Keterlambatan dalam tindakan
penanggulangan bencana dapat menyebabkan kerusakan yang lebih luas
terhadap infrastruktur kritis seperti rumah sakit, jembatan, jalan raya, dan
fasilitas publik lainnya. Ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang
besar dan memperlambat proses pemulihan.

3. Ketergantungan pada Bantuan Luar: Negara-negara yang mengalami
bencana sering kali harus bergantung pada bantuan internasional jika
respons lokal terhambat atau tidak memadai. Ketergantungan ini dapat
memperlambat proses bantuan dan memperburuk dampak kemanusiaan
bencana.

4. Pemulihan yang Lambat : Respons yang lambat dapat menghambat
proses pemulihan komunitas dan individu yang terdampak. Hal ini bisa
berdampak pada kesejahteraan jangka panjang, pemulihan psikologis, dan
keberlanjutan ekonomi.

5. Persepsi Publik dan Kepuasan Masyarakat : Keterlambatan dalam
respons terhadap bencana sering kali mempengaruhi persepsi publik
terhadap keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan merespons
kebutuhan masyarakat. Ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga dan pemerintah yang bertanggung jawab.

Untuk mengatasi isu-isu ini, penting bagi pemerintah, lembaga penanggulangan
bencana, dan komunitas internasional untuk meningkatkan kesiapsiagaan,
respons cepat, dan kapasitas dalam menanggulangi bencana. Investasi dalam
infrastruktur yang tahan bencana, pelatihan petugas penanggulangan bencana,
penggunaan teknologi yang tepat, serta peningkatan kesadaran masyarakat
tentang kesiapsiagaan bencana juga merupakan langkah-langkah penting untuk
mengurangi dampak negatif dari respons yang lambat terhadap bencana

4. ISU NASIONAL

Di tingkat nasional, lambatnya respons petugas dalam menanggulangi bencana dapat
menyebabkan dampak serius, baik dalam hal kerugian harta benda maupun korban
jiwa. Beberapa isu utama yang terkait dengan hal ini adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Harta Benda yang Besar: Respons yang lambat dapat memperburuk
kerusakan terhadap infrastruktur kritis seperti rumah sakit, sekolah, jalan raya,
dan fasilitas publik lainnya. Kerugian ini tidak hanya mencakup biaya langsung
untuk memperbaiki atau mengganti infrastruktur yang rusak, tetapi juga
kerugian ekonomi lebih luas karena dampak terhadap perdagangan, investasi,
dan kegiatan ekonomi lainnya.

2. Korban Jiwa dan Cedera: Lambatnya respons dapat memperbesar risiko
terhadap korban jiwa dan cedera. Evakuasi yang tertunda atau kesulitan dalam
memberikan pertolongan medis yang cepat dan tepat dapat meningkatkan angka
kematian dan memperparah kondisi kesehatan mereka yang terluka.

3. Tantangan dalam Pemulihan: Ketika respons lambat, proses pemulihan
komunitas menjadi lebih sulit. Keberlanjutan pemulihan fisik, psikologis, dan
ekonomi dari bencana dapat terhambat, yang berdampak jangka panjang
terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

4. Ketergantungan pada Bantuan Luar: Negara yang mengalami bencana dan
menghadapi respons yang lambat sering kali harus bergantung pada bantuan
internasional. Ketergantungan ini dapat menambah kompleksitas dalam
koordinasi bantuan, meningkatkan biaya pemulihan, dan memperlambat waktu
yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi normal.

5. Kredibilitas Pemerintah dan Otoritas: Respons yang lambat terhadap bencana
dapat merusak kredibilitas pemerintah dan lembaga terkait di mata publik. Ini
dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas dan
komitmen pemerintah dalam melindungi dan memberikan perlindungan
terhadap bencana.

Untuk mengatasi isu-isu ini, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan
kesiapsiagaan bencana, melatih petugas penanggulangan bencana, meningkatkan
koordinasi antar-lembaga terkait, dan meningkatkan kapasitas dalam merespons
bencana secara cepat dan efektif. Investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana,
pengembangan sistem peringatan dini yang lebih baik, dan peningkatan kesadaran
masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat juga
merupakan langkah-langkah kunci untuk mengurangi dampak negatif dari respons
yang lambat terhadap bencana di tingkat nasional.

5. ISU LOKAL

Kurangnya sumber daya manusia dalam menanggulangi bencana di Kabupaten
Mimika dapat menyebabkan berbagai dampak kerugian yang signifikan. Berikut
adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

1. Evakuasi yang Tidak Efisien: Kurangnya personel untuk melakukan evakuasi
dapat menyebabkan keterlambatan dalam menyelamatkan nyawa.

2. Keterbatasan Tenaga Medis: Korban yang terluka mungkin tidak mendapatkan
perawatan medis yang cepat dan memadai.

3. Penanganan Medis Terbatas: Tenaga medis yang terbatas mengakibatkan
banyak korban tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan, memperparah
kondisi mereka.

4. Kehilangan dan Ketidakpastian: Korban bencana mungkin mengalami trauma
karena kehilangan keluarga dan harta benda serta ketidakpastian mengenai
masa depan mereka.

5. Bangunan dan Infrastruktur: Kurangnya personel untuk penanganan darurat
dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih luas pada bangunan, jalan,
jembatan, dan infrastruktur lainnya.

6. Usaha dan Bisnis: Kerusakan pada fasilitas usaha dan keterlambatan dalam
pemulihan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.

7. Sumber Penghidupan: Sektor-sektor seperti pertanian dan perikanan mungkin
mengalami kerugian besar, mempengaruhi sumber penghidupan masyarakat.

6. METODE PEMBAHARUAN 

Sebelum inovasi Tim Reaksi Cepat (TRC) diterapkan, penanganan bencana dilakukan
secara konvensional sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam menerima
laporan, melakukan mobilisasi personel, melaksanakan asesmen, serta memberikan
bantuan kepada masyarakat terdampak. Kondisi tersebut menyebabkan proses
evakuasi, distribusi logistik, dan koordinasi antarinstansi belum berjalan secara
optimal.

Melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC), BPBD Kabupaten Mimika
membangun sistem penanganan bencana yang lebih cepat, terkoordinasi, dan
responsif. TRC bertugas melakukan penerimaan laporan, verifikasi kejadian,
mobilisasi personel, asesmen cepat, evakuasi korban, penyaluran bantuan darurat,
serta penyampaian laporan situasi secara berjenjang sehingga waktu tanggap dapat
dipersingkat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif.

Berikut adalah beberapa kendala dan masalah utama yang dihadapi:

1. Koordinasi yang Buruk: Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga dan
pihak terkait menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan
aksi.

2. Komunikasi Terbatas: Sistem komunikasi yang tidak memadai membuat
penyebaran informasi dan instruksi menjadi lambat dan tidak tepat sasaran.

3. Tenaga Manusia: Kekurangan tenaga kerja terlatih dalam penanggulangan
bencana membuat proses evakuasi dan penyelamatan menjadi tidak efektif.

4. Peralatan dan Logistik: Kurangnya peralatan dan logistik yang diperlukan untuk
operasi penyelamatan dan pemulihan, seperti alat berat, kendaraan, dan
perlengkapan medis.

5. Rencana Tanggap Darurat: Tidak adanya rencana tanggap darurat yang jelas
dan terstruktur, sehingga respons terhadap bencana menjadi tidak terorganisir.

setelah adanya Tim Reaksi Cepat (TRC), kini proses panggulangan bencana dapat
dilakukan dengan cepat, efesien dan efektif. Berikut adalah peran Tim Reaksi Cepat
dalam penanggulangan bencana:

1. Respon Time: 

TRC dapat segera bergerak menuju lokasi bencana begitu menerima informasi,
meminimalkan waktu tanggap.

2. Evakuasi Cepat: TRC segera melakukan evakuasi warga dari daerah yang
terdampak bencana, seperti banjir, longsor, atau kebakaran. Kecepatan dan
efisiensi dalam evakuasi sangat penting untuk mengurangi korban jiwa.

3. Pertolongan Pertama: TRC melakukan pertolongan pertama kepada korban
yang terluka, menstabilkan kondisi mereka sebelum dirujuk ke fasilitas medis
yang lebih lengkap.

4. Penilaian Cepat: TRC melakukan penilaian cepat terhadap situasi dan dampak
bencana. Penilaian ini membantu menentukan prioritas dalam respons dan
alokasi sumber daya.

5. Distribusi Bantuan: TRC memastikan distribusi bantuan logistik seperti
makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya dilakukan dengan
cepat dan merata.

6. Sistem Komunikasi Evektif: TRC menggunakan sistem komunikasi yang
canggih untuk menyebarkan informasi secara cepat dan tepat kepada semua
pihak terkait, termasuk masyarakat dan lembaga lainnya.

7. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Mimika memiliki sejumlah keunggulan yang
membuat mereka sangat efektif dalam penanggulangan bencana. Berikut adalah
beberapa keunggulan utama mereka:

1. Tim Reaksi Cepat (TRC) merupakan inovasi pelayanan publik yang
mengintegrasikan personel, prosedur operasional, dan koordinasi lintas sektor
dalam satu mekanisme kerja yang cepat dan terstruktur. Keunggulan inovasi ini
meliputi:

2. Mempercepat waktu tanggap terhadap laporan kejadian bencana. 

3. Meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam penanganan keadaan darurat. 

4. Didukung personel yang memiliki kompetensi penanganan bencana. 

5. Memastikan asesmen dan distribusi bantuan dilakukan secara cepat dan tepat
sasaran. 

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana.

8. CARA KERJA INOVASI

Cara kerja Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana di Kabupaten
Mimika melibatkan beberapa tahap dan proses yang terstruktur dan sistematis. Berikut
adalah langkah-langkah dan metode kerja yang dilakukan oleh TRC:

1. Pelatihan dan Simulasi: Anggota TRC secara rutin menjalani pelatihan dan
simulasi bencana untuk memastikan kesiapan mereka. Ini termasuk latihan
evakuasi, pertolongan pertama, dan penggunaan peralatan darurat.

2. Pemetaan Risiko: TRC melakukan pemetaan risiko bencana di daerah rawan,
menggunakan data historis dan teknologi seperti GIS untuk mengidentifikasi
area yang rentan.

3. Penyusunan Rencana: Mereka menyusun rencana tanggap darurat yang detail,
termasuk protokol evakuasi, distribusi bantuan, dan komunikasi darurat.

4. Mobilisasi Tim: Segera setelah menerima peringatan bencana, TRC
memobilisasi tim ke lokasi yang terdampak. Mereka menggunakan kendaraan
darurat dan peralatan khusus untuk mencapai area bencana secepat mungkin.

5. Evakuasi Warga: TRC mengevakuasi warga dari area berbahaya ke tempat
yang lebih aman, menggunakan jalur evakuasi yang telah direncanakan
sebelumnya.



 

 

 

 

 

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

TUJUAN INOVASI

Tujuan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Mimika
mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan
dari bencana. Berikut adalah tujuan utama pembentukan TRC:

1. Respons Cepat: Tujuan utama TRC adalah memberikan respons cepat terhadap bencana, sehingga
dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi jumlah korban jiwa dan cedera.

2. Koordinasi efisien Antar Lembaga: TRC bertujuan untuk memastikan koordinasi yang efektif
antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam
penanggulangan bencana.

3. Manajemen Logistik: TRC bertujuan untuk mengelola logistik bantuan dengan efisien, memastikan
distribusi bantuan logistik yang cepat dan tepat sasaran.

Pembentukan Tim Reaksi Cepat di Kabupaten Mimika bertujuan untuk meningkatkan keselamatan,
kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana, serta memastikan pemulihan yang cepat dan efektif.
Dengan fokus pada penyelamatan nyawa, edukasi, koordinasi, penggunaan teknologi, distribusi bantuan,
rehabilitasi, evaluasi, dan peningkatan kapasitas, TRC memainkan peran penting dalam mengurangi
dampak negatif bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat.

1.12 Manfaat yang Diperoleh

MANFAAT INOVASI

Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Mimika membawa banyak manfaat dalam penanggulangan
bencana, baik bagi masyarakat maupun bagi lembaga terkait. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari
keberadaan TRC:

1. Respons Cepat: TRC mampu merespons dengan cepat ketika bencana terjadi, yang sangat penting
untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi jumlah korban jiwa dan cedera.

2. Evakuasi Efisien: Mereka memastikan evakuasi warga dari area berbahaya dilakukan dengan
cepat dan aman.

3. Kerja Sama Antar Lembaga: TRC memastikan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga
pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, sehingga penanggulangan bencana lebih
terorganisir.



4. Minimalkan Kerugian Ekonomi: Dengan respon yang cepat dan efisien, TRC membantu
mengurangi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana.

5. Distribusi Bantuan Tepat Waktu: TRC mengelola distribusi bantuan dengan efisien, memastikan
bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan sampai tepat waktu kepada mereka
yang membutuhkan.

Keberadaan Tim Reaksi Cepat di Kabupaten Mimika memberikan banyak manfaat, termasuk
penyelamatan nyawa, koordinasi yang efektif, manajemen logistik yang baik, penggunaan teknologi
canggih, rehabilitasi dan pemulihan yang cepat, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, evaluasi
berkelanjutan, dan pengurangan dampak ekonomi.

1.13 Hasil Inovasi

DAMPAK INOVASI

Kehadiran Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Mimika memberikan dampak yang signifikan terhadap
pelayanan yang diterima oleh masyarakat dalam penanggulangan bencana. Berikut adalah beberapa
dampak positif yang dirasakan masyarakat dengan kehadiran TRC:

1. Respons Cepat: Dengan TRC yang mampu merespons bencana dengan cepat, masyarakat merasa
lebih aman karena tahu bahwa ada tim yang siap membantu kapan saja bencana terjadi.

2. Distribusi Bantuan Efektif: Masyarakat mendapatkan akses cepat ke bantuan logistik seperti
makanan, air bersih, dan obat-obatan, yang sangat penting selama dan setelah bencana.

3. Pemulihan Infrastruktur: Masyarakat mendapat manfaat dari pemulihan infrastruktur yang cepat,
seperti perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum, yang membantu mempercepat kembali
aktivitas normal.

Kehadiran Tim Reaksi Cepat di Kabupaten Mimika memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat,
termasuk peningkatan keamanan dan keselamatan, akses cepat ke bantuan, peningkatan kesiapsiagaan,
dukungan psikososial dan rehabilitasi, pemantauan dan deteksi dini, komunikasi yang lebih baik, dan
pengurangan dampak ekonomi.

No Indikator Informasi Data Pendukung


